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Menimbang 

PROVINS! PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT 

NOMOR 611 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ATAP SAWA 

ERMA DISTRIK SAWA ERMA DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2018 

BUPATI ASMAT, 

a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi K.husus bagi Provinsi Papua memberikan
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur,
jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah
administratif Provinsi Papua;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota
di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai
sub-sub sistem pendidikan nasional. dilaksanakan
dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa 
pemerintah dan pemerintah daerah berhak 
mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi 
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang­
undangan yang berlaku; 

d. bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung
jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;

e. bahwa untuk pelayanan pendidikan darJ hasilnya belum
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua
maupun dengan daerah lainnya di Indori.esia;

f. bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif
surnber daya manusia di Kabupaten Asmat dan
mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai
aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang
berdaya saing dengan melalui pendidika n yang bermutu
sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul
Asmat;
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1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuri. 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, 
pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

1:8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUT USKAN: 

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1  
Atap Sawa Erma Distrik Sawa Erma dengan 
penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Asmat. 

Penanggungjawab pengelolaan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Negeri 1 Atap Sawa Erma Distrik Sawa Erma pada 
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 
1. Menyusun perencanaan, pembangunan sarana dan 

prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, 

perangkat keras dan lunak serta sertifikasi lahan area 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Atap Sawa 

Erma Distrik Sawa Erma clan kegiatan-kegiatan lainnya;

2. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan clan 
pengajaran formal melalui prografl?. dan kegiatan 
pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional; 

:3. Berkoordinasi dengan instansi dan Jembaga terkait 
lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun 

Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, 

pendidikan dan pengajaran pada Sekplah Menengah 

Pertama (SMP} Negeri 1 Atap Sawa Erma Distrik Sawa Erma; 
4. Membuka secara resm1 kegiatan pendidikan dan

pengajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Atap Sawa Erma Distrik Sawa Erma dimulai 
sejak tahun 2012;

,). Melaporkan hasil pelaksanaan keg·�atan 1..:epada Bupati. 
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